12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa;

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat
LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang
pembangunan.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum
perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.

17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan
di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses
penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat Desa.

22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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25. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKPDesa adalah
penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Daecrah.

26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang
dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat.

31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD
adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan
dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih
dalam musyawarah desa.

32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan
oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

33. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumberdaya yang tersedia.

34. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan
tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.

35. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

38. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

39. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentukupaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
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40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan masyarakat desa.

41. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan,

42. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

43. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi
potensi sumber daya alam,sumber daya manusia,kelembagaan,prasarana

dan sarana,serta perkembangan kemajuan desa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 2

(1) RPJM-Desa ini merupakan perencanaan pembangunan desa yang
memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan dan kegiatan
pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

(2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun
dijabarkan dalam RKP-Desa.

3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

(1) Sistematika RPJM-Desa meliputi:

BAB I

BAB II

BAB III :

BAB IV

: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan

: GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa
1. Geografi
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
A. Prioritas Masalah
B. Potensi

: VISI DAN MISI

A. Visi
B. Misi,
C. Arah Kebijakan
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BABV : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAHDESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembinaan Kemayarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Mayarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke

Cowe>

Desa, Format F.1.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
a. Penyelarasan data Desa terdiri dari :
Data Desa :
1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.1.2.1)
2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.1.2.2)
3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.1.2.3)
4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.1.2.4)
b. Penggalian Gagasan Masyarakat
1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau
kelompok masyarakat (Format F.1.3)
Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.1.3.1)
Sketsa Desa (Format F.1.3.1. a)
Kalender musim (format F.I.3.1. b)

@ M @I

Bagan Kelembagaan (Format F.I1.3.1.c)
c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
1. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.1.4)
2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.1.4.1)
d. Hasil Kesepakatan Musdes
1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
(Format F.1.5)
2. Rancangan RPJM Desa (Format F.1.6)
3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa

(Format F.1.7) dengan memperhatikan :

a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam
Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan
disampaikan kepada Kepala Desa

b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
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c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM
Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
berdasarkan arahan Kepala Desa

d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala

Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

Pasal I1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 lentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Gandulan Kecamatan
Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026 diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal III
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gandulan.

Dlundangkan di Gandulan
le-tarpeal 2 Agustus 2024
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,EMBARAN DESA GANDULAN TAHUN 2024 NOMOR 07
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